KAJIAN YURIDIS KONSOLIDASI TANAH DI DESA AJUNG
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

Judicial Analysis Of Land Consolidation In The Ajung Village Districk
Ajung Jember Regency

SKRIPSI

oleh

Rana Raditya Kusnawara
NIM 080710191084

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014



KAJIAN YURIDIS KONSOLIDASI TANAH DI DESA AJUNG
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

Judicial Analysis Of Land Consolidation In The Ajung Village Districk
Ajung Jember Regency

SKRIPSI

oleh

Rana Raditya Kusnawara
NIM 080710191084

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibunda Lestiti S.Pd., dan Ayahanda Samsubur
S.Pd., M.Si., terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat hidup

yang telah diberikan kepadaku;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember.



MOTTO

Indahnya hidup ketika bertemu masalah baik sengketa, konflik dan perkara Kita

berdamai.!

1 http://seksiskpkantahkotatomohon.blogspot.com/2013/05/m-o-t-t-o-di-seksi-sengketa-

konflik-dan.html



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Rana Raditya Kusnawara

NIM : 080710191084

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kajian
Yuridis Konsolidasi Tanah Di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember”
adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan
sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya
jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai
dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan
dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika

ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Juni 2014

Yang menyatakan,

Rana Raditya Kusnawara
NIM 080710191084




KAJIAN YURIDIS KONSOLIDASI TANAH DI DESA AJUNG
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

Judicial Analysis Of Land Consolidation In The Ajung Village Districk
Ajung Jember Regency

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi
IImu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

oleh

Rana Raditya Kusnawara
NIM 080710191084

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014

vi



PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 JUNI 2014

Oleh

Tim Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama,

RIZAL NUGROHO, S.H..M.Hum.
NIP 195611251984031002

Dosen Pembantu Pembimbing,

ASMARA BUDIDYAHD.S., S.H.
NIP 195007101980022001

vii



PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul:
KAJIAN YURIDIS KONSOLIDASI TANAH DI DESA AJUNG
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

JUDICIAL ANALYSIS OF LAND CONSOLIDATION IN THE AJUNG VILLAGE
DISTRICK AJUNG JEMBER REGENCY

Oleh

RANA RADITYA KUSNAWARA
NIM : 080710191084

Tim Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama, Dosen Pembantu Pembimbing,
RIZAL NUGROHO, S.H..M.Hum. ASMARA BUDI DYAH D.S., S.H.
NIP 195611251984031002 NIP 195007101980022001
Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

viii



PENETAPAN TIM PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 Juni 2014

Oleh
Tim Penguji
Ketua Dosen Penguiji, Sekretaris Dosen Penguiji,

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Warah Atikah, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001 NIP. 197303252001122002
Dosen Anggota Penguiji 1, Dosen Anggota Penguiji 2,

Rizal Nugroho, S.H..M.Hum. Asmara Budi Dyah D.S., S.H.

NIP 195611251984031002 NIP 195007101980022001



RINGKASAN

Kajian Yuridis Konsolidasi Tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung
Kabupaten Jember (Judicial Analysis Of Land Consolidation In The Ajung
Village Districk Ajung Jember Regency). Rana Raditya Kusnawara,
080710191084; 2014; 46 Halaman; Fakultas Hukum Universitas Jember.

Konsolidasi tanah sebagai kebijakan pertanahan dalam pemanfaatan tanah
seperti yang dialokasikan rencana tata ruang dipandang mampu untuk
memberikan jalan keluar bagi pemerintah guna mewujudkan dan mengembangkan
partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan perumahan yang berkualitas.
Oleh karena itu sering konsolidasi tanah diterapkan dalam pemekaran kota untuk
memecahkan masalah kekurangan perumahan.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah (1)
Bagaimana konsep konsolidasi tanah yang dilaksanakan di Desa Ajung
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (2) Bagaimanakah Kkesesuaian
penyelenggaraan konsolidasi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten
Jember dengan peraturan yang berlaku. Tujuan khusus penelitian skripsi ini
adalah Untuk mengetahui konsep konsolidasi tanah yang diterapkan di Desa
Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dan untuk mengetahui kesesuaian
pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten
Jember dengan aturan yang berlaku.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini meliputi tipe
penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
hukum normative, yaitu penelitian dengan berpikir dalam jalur paham positivism.

Pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung

Kabupaten Jember berhasil dilaksanakan. Dengan berdasar pada Peraturan Kepala



Badan Pertanahan Nasiolnal Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi.
Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa landasan dasar konsolidasi tanah
memang menggunakan peraturan tersebut, tetapi dalam pelaksanaan konsolidasi
tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ini bukan masyarakat
yang menjadi perserta, melainkan adalah sebuah lembaga hukum berbentuk
Koperasi. Dimana hal tersebut belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Setelah penulis
mempelajari hal itu secara mendalam, ternyata terdapat Surat Edaran Kepala
Badan Pertanahan Nomor 410.35-14055 tentang Peningkatan Pelayanan
Konsolidasi Tanah yang menyatakan bahwa lembaga hukum berbentuk Koperasi
juga dapat mengajukan permohonan konsolidasi tanah. Dengan demikian
konsolidasi tanah yang pemohonnya adalah sebuah koperasi dapat dilaksanakan
dan tidak menyalahi aturan.

Pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung
Kabupaten Jember berhasil dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi
pelaksanaannya sudah melenceng ataui bergeser dari segi prinsipnya. Kita ketahui
bahwa prinsip konsolidasi tanah yang paling penting adalah dari rakyat oleh
rakyat dan untuk rakyat. Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Ajung
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember ini benar-benar mengabaikan hal itu, karena

pesertanya adalah sebuah koperasi.

Kata kunci : konsolidasi tanah, koperasi.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Kebutuhan penguasaan dan penggunaan tanah padanyaumempunyai
peran yang sangat besar dalam rangka pembangusmmala seperti halnya tanah
merupakan sarana untuk dapat mendirikan bangumaalriempat tinggal, sebagai
tanah untuk pertanian, untuk pembangunan jalarra@hfktur) atau pun untuk
pendirian suatu kawasan industri. Hal ini menunjukehwa tersedianya tanah
semakin banyak dibutuhkan, sehingga tanah mempunilgaiekonomis yang sangat
tinggi. Dinamika pembangunan mengakibatkan kebutub&an tanah semakin
meningkat sedang persediaan tanah sangat terlsataisigga penambahan untuk
kebutuhan yang satu akan mengurangi persediaah tartak kebutuhan yang lain.
Hal ini disamping menimbulkan alih fungsi tanahidagrtanian ke non pertanian
juga mengakibatkan semakin meningkatnya harga tadamikian pula akses
masyarakat perkotaan dalam mendapatkan sebidaaly textuk perumahan menjadi
sangat sulit.

Tanah adalah sumber daya alam yang sangat peragigkéhidupan manusia,
untuk itu negara telah memberikan landasan yangltkakalam hal pemanfaatan
sumber daya alam tersebut, sebagaimana diatur datesal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945, bahwa: Bumi, air dan kekaydam ayang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan aebesarnya bagi kemakmuran
rakyat. Oleh karena itu untuk dapat mencapai kernakmdan kesejahteraan rakyat,
maka kita sebagai bagian dari warga masyarakats hdapat memanfaatkan dan
menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sutalgaralam tersebut secara
bijaksana.

Berbagai aktivitas atau kegiatan yang memerluiaalt tersebut di atas untuk

menyelesaikannya dapat di intervensi melalui kadasi tanah perkotaan. Berkaitan



dengan konsolidasi tanah Pasal 3 ayat (2) Peratdepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 tahun 1991, menyatakan bahwa t@ygi&onsolidasi tanah
meliputi penataan bidang-bidang tanah termasukakedk tanah dan/atau penggunaan
tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasilitas lingkungan dan/atau
serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukiamgan melibatkan partisipasi para
pemilik tanah dan atau penggarap tanah.

Konsolidasi tanah sebagai kebijakan pertanahannmd@glamanfaatan tanah
seperti yang dialokasikan rencana tata ruang dgramanampu untuk memberikan
jalan keluar bagi pemerintah guna mewujudkan damgembangkan partisipasi
masyarakat dalam penataan lingkungan perumahanberkgalitas. Oleh karena itu
sering konsolidasi tanah diterapkan dalam pemekd&@a untuk memecahkan
masalah kekurangan perumahan.

Konsolidasi tanah ini, dalam perkembangannya sedergan Surat Edaran
Badan Pertanahan Nasional Nomor 410.35-14055 tgnPamingkatan Pelayanan
Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan oleh suatwarbddikum vyaitu koperasi.
Sebagaimana pelaksanaan konsolidasi tanah yandwukhbla di Desa Ajung
Kecamatan Ajung ini dilaksanakan oleh sebuah bad&om yaitu koperasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, getertiarik untuk menyusun
skripsi yang berjudufKAJIAN YURIDIS KONSOLIDASI TANAH DI DESA
AJUNG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atakamamusan masalah yang
akan dikaji adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah konsep konsolidasi tanah yang dilaksem di Desa Ajung
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?
2. Bagaimanakah kesesuaian penyelenggaraan konsotm@sh di Desa Ajung

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan perataranherlaku?



1.3Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikenulisan skripsi ini
memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan dari penulisknipsi ini dibedakan menjadi

tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokokypeatan akademis gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jembe

2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuanpemulis peroleh selama
mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universilasnber;

3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilnokum yang diharapkan
dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakult&sinrijudan masyarakat

umum.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah seblagakut :

1. Untuk mengetahui konsep konsolidasi tanah yangragitean di Desa Ajung
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan konsoltdaah di Desa Ajung

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan aturanbenteku.

1.3.3 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Sebagai bahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum unergetahui kesesuaian
pelaksanaan konsolidasi tanah yang dilaksanakaBedia Ajung Kecamatan
Ajung Kabupaten Jember dengan undang-undang yatakbe

2. Sebagai bahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum ureéaig@tahui koperasi yang

berkompetansi menyelenggarakan konsolidasi tanah.



1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusukarya tulis yang
bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek stdaibat dijalankan sesuai dengan
prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir giggegoleh mendekati kebenaran
objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara@alimmetode penelitian dalam
penulisan skripsi ini meliputi 4 (empat) aspek,tyaiipe penelitian, pendekatan

masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahamhuk

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mekesmaturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin gun@njawab isu hukum yang
dihadap® Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisanipskrini adalah
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dendaerpikir dalam jalur paham
positivism. Dalam penelitian ini, nantinya akan nbammas permasalahan yang
diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difllen pada penerapan kaidah-
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yd@éaogan cara mengkaji berbagai
aturan hukum yang bersifat formal, seperti undamgang dasar, undang-undang,
serta literatur-literatur yang berisi konsep teasreyang dihubungkan dengan

permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam panelitukum adalah
pendekatan undang-undafsatute approach), pendekatan kasugase approach),
pendekatan histori¢historical approach), dan pendekatan konseptyabnceptual

approach)®. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalampsshni adalah

% Peter Mahmud MarzukPenditian Hukum. 2010. Jakarta: Kencana Prenada. Hal. 35

3 |bid. Hal. 93-94
4 1bid. Hal. 92



pendekatan undang-undafsjatute approach), pendekatan asas-asas huk(iegal
principle approach) dan pendekatan konsept@ednceptual approach).

Pendekatan undang-unda(sgatute approach), dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkttdpagan isu yang sedang
ditangan®® disamping pendekatan undang-undang digunakarpenldekatan melalui
asas-asas hukugregal principle approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan
konseptualconceptual approach), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu huk@im.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisgsisini adalah:

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang teddiri peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan yargy dikahas, serta dari
putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBd5 ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDesar Pokok-
Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Pen&aang ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tantafakdamaan Hak
dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Tata Cara Peesta Masyarakat
dalam penataan ruang;

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomdiahtin 1991

tantang Konsolidasi Tanabh;

5 |bid. Hal. 93
5 1bid. Hal. 95
"1bid. Hal. 141



6. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 416-Zahun 1991
Tanggal 7 Desember Tahun 1991 tentang PetunjukiJdkonsolidasi
Tanah;
7. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 478-Téhun 1991
Tanggal 18 April Tahun 1996 tentang Petunjuk TekHKisnsolidasi
Tanabh;
8. Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional No. 41@@551Tahun 1998
Tanggal 28 September tentang Peningkatan Pelay&@nasvlidasi Tanah.
b. Bahan Hukum Sekunder, yang berupa buku-buku telssl-hasil penelitian, dan
komentar-komentar atas putusan Pengadilan yangitet&ngan permasalahan

yang dibaha&.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum merupakan proses mdw@enjawaban dari
pokok permasalahan yang diangkat. Proses ini dinddd pengumpulan bahan-
bahan untuk disusun secara sistematis dan dilamuttengan analisis bahan
penelitian. Hasil analisis bahan penelitian tersekemudian dibahas untuk
mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehinggped#ahasan tersebut
dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertangguvgkan dengan menggunakan
metode deduktif, yaitu dengan cara pengembaliamipegan dari pembahasan yang
bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat keuengan demikian, maka
dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam peaunl skripsi ini, yaitu untuk
menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehipgda akhirnya penulis dapat
memberikan perskripsi mengenai apa yang seharushigkukan dan dapat
diterapkart.

8 bid. Hal. 141
% 1bid. Hal. 206-209



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1Konsolidasi Tanah
2.1.1 Pengertian Konsolidasi Tanah

Konsolidasi tanah mempunyai istilah yang berbediab®i Indonesia istilah
yang digunakan adalah konsolidasi tanah, sedandepiing menggunakan istilah
kukaku sairi, di Australia menggunakan istilaland pooling. Selain istilah-istilah
yang telah disebutkan pada kalimat sebelumnya, jegdapat istilah-istilah lain
tentang konsolidasi tanah seperti:and-Regroupment, Land plotting, Land
Reparzelation, Land Realottment, Land Assembly dan lain sebagainy.

Meskipun di dalam penggunaan istilah dalam konaslithnah berbeda-beda,
tetapi sebenarnya di antara pengertian-pengergeseliut mempunyai kesamaan
esensi atau pengertian yang sama di dalamnya kegemuanya merupakan suatu
model pembangunan di bidang pertanahan, yang mepocakayah perkotaan dan
pertanian yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggn tanah dalam hubungan
dengan pemanfaatan, peningkatan produktivitas damsekvasi bagi pelestarian
lingkungan. Konsolidasi tanah perkotaan mengusah&keliatas lingkungan dan
pencapaian efisiensi melalui pemetaan, dan peragakembali tanah yang tersebar
dan tidak teratur dan kemudian membagikanya kengzada pemilik tanah dalam
bentuk yang teratur dan di lengkapi dengan prasardnjuan konsolidasi tanah
adalah mengembangkan kota secara lebih terkontaml dheningkatkan cara

pengembanagan kota dengan lebih adil dan berogals*

1% Soni Harsono, Oloan Sebayang, Dalam Rizal Nugr@h62.Konsolidasi Tanah Sebagai
Sarana Yuridis Penataan Kota. Tesis, Malang: Universitas Brawijaya Program P&mdana.

"' salindeho, 1993Masalah Tanah Dalam Pembangunan Indonesia, Jakarta. Hal. 137.
Dalam Rizal Nugroho 2002Konsolidas Tanah Sebagai Sarana Yuridis Penataan Kota. Tesis,
Malang: Universitas Brawijaya Program Pasca Sarjana



Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan BeaarNasional Nomor 4
Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah, yang di ndhkiingan Konsolidasi Tanah
Adalah:

Kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kepamgjuasaan

dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanak un

kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan ksalita

lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan

melibatakana partisipasi aktif dari masyarakat.

Sedangkan kegiatan Konsolidasi Tanah menurut Basglat (2) Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun T88thng Konsolidasi Tanah
adalah:

Penataan kembali bidang-bidang tanah termasukthakanah dan
atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi dengesarana
jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan atau séatilitas penunjang
lainya yang di perlukan, dengan melibatkan passijpara pemilik
tanah dan atau penggarap tanah.

Konsolidasi Tanah Perkotaan adalah penataan kerbioling-bidang tanah
dalam kawasan pemukiman atau yang direncanakark yppgmukiman sehingga
menjadi teratur dan tertikKonsolidasi Tanah Pedesaan adalah penataan kembali
tanah pertanian menjadi teratur sehingga dapat ngkaikan efisiensi dalam
penguasaan dan penggunaan tanaffya.

Selain Konsolidasi Tanah Perkotaamrbgn land consolidation) dan
Konsolidasi Tanah Pedesaamr@l land consolidation) sebagaimana yang telah di
ungkapkan di atas, masih ada model konsolidashtgaag lain yaitu : konsolidasi
tanah daerah pinggiran kotarlfan fringe land consolidation),** dan Konsolidasi

Tanah Kemitraan?

' http://elkafilah.wordpress.com/2012/05/22/land-refbdiakses pada 20/7/2014. 10.20.
13 Oloan Dan Sebayan@p. cit.Hal. 30.

14 Kartasapoetra dkk, 1985Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan
Pendayagunaan Tanah, Jakarta, Hal. 79-80.
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Dalam Konsolidasi Tanah pinggiran kota sebenarnyasiiin termasuk
konsolidasi perkotaan hanya saja yang membedakalahadika konsolidasi tanah
perkotaan terletak di kota, sedangkan konsolidasatt pinggiran kota terletak di
daerah pinggir dari kota akan tetapi masih dalatayah kota serta masih mengenai
tanah-tanah untuk perumahan, sedangkan untuk kdasokanah-tanah kemitraan
ialah mengenai tanah-tanah pertanian dan dapatedii@kan konsolidasi tanah
pedesaan.

Dari uraian di atas, dapatlah diambil suatu pergestang lebih operasional
tentang konsolidasi tanah perkotaan yaitu: suatdeinmembangunan perkotaan yang
mengatur semua bentuk (petak) tanah yang semuyactgn-pecah dengan bentuk
yang tidak beraturan melalui: pergeseran letak, ggabungan, pemecahan,
penukaran, penataan letak, penghapusan dan pemggulserta disempurnakan
dengan pembangunan fasilitas umum seperti: jalaly jhijau dan sebagainya
sehingga menghasilkan pemanfaatan tanah yang Ibhik serta memenuhi

persyaratan dengan melibatkan partisipasi aktifyarakat™

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Konsolidasi Tanah

Tujuan konsolidasi tanah, sebagaimana diatur d&asal 2 Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 gitansolodasi Tanah adalah
untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimkdluingeningkatan efisiensi dan
produktifitas penggunaan tanah, sedangkan sasaradgkh terwujudnya suatu
penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib durter

Dengan tujuan yang demikian, peningkatan efisi¢amsah ditujukan untuk
penggunaan tanah di wilayah perkotaan, sedangkamngbt@&atan produktifitas

penggunaan tanah ditujukan untuk penggunaan taneitaglah pedesaatt.

15 Direktorat Depdagri. 198%Konsolidasi Tanah Perkotaan. Jakarta: Direktorat Landreform
Dirjen Agraria Depdagri. Hal. 1.

16 Rizal Nugroho. 200X onsolidasi Tanah sebagai Sarana Yuridis Penataan Kota. Malang:
Tesis Universitas Brawijaya Program Pascasarjaah.23.
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Sasaran konsolidasi tanah di wilayah perkotaandasarkan petunjuk
pelaksanaan konsolidasi tanah Nomor 410-4216 Targfesember 1991 tentang

Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah menunjukklmva sasaran konsolidasi

tanah perkotaan meliputi:

Al A

Wilayah pemukiman kumuh;

Wilayah yang tumbuh pesat secara alami;

Wilayah pemukiman yang mulai tumbuh;

Wilayah yang direncanakan menjadi pemukiman baru;
Wilayah yang relatif kosong di bagian pinggirartekgang di
perkirakan akan berkembang sebagai daerah pemukiman

2.1.3 Langkah-Langkah Kegiatan Konsolidasi Tanah

Langkah-langkah atau ruang lingkup pelaksanaamat@gikonsolidasi tanah,

dalam Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional NéirrA216 tahun 1991 tanggal

7 desember 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan HKamsiolTanah disebutkan,

bahwa untuk konsolidasi perkotaan meliputi kegitegiatan:

el N S

©oN O

Pemilihan lokasi;

Penyuluhan;

Penjajagan kesepakatan;

Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah dengan Surattidsgn
Bupati/Walikotamadya,;

Pengajuan daftar usulan rencana kegiatan Konsolidash;
Identifikasi Subyek dan Obyek;

Pengukuran dan Pemetaan Keliling;

Pengukuran dan Pemetaan Rincian;

Pengukuran Topografi dan Pemetaan Penggunaan Tanah;

10 Pembuatan Blok Plan/Pra Desain Tata Ruang;
11.Pembuatan Desain Tata Ruang;

12.Musyawarah Tentang Rencana Penataan Kapling Baru;
13.Pelepasan Hak Atas Tanah Oleh Para Peserta;
14.Penegasan Tanah Sebagai Obyek Konsolidasi;

15. Staking oat/re-lokasi;

16.Konstruksi atau Pembentukan Badan Jalan, dan selyaga
17.Redistribusi atau Penerbitan SK Pemberian Hak;

18. Sertifikasi.
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Langkah kegiatan nomor 1 s/d 5 merupakan tahapasiapan, Langkah
kegiatan nomor 6 s/d 9 merupakan tahap pendataagkah kegiatan nomor 10 s/d

18 merupakan tahap penataan dan konstruksi.

2.1.4 Alasan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

Alasan pelaksanaan konsolidasi tanah adalah sebexkit?’

a. Kondisi petak tanah yang kurang teratur, menimbulkgngembangan
wilayah pemukiman secara alamiah yang menimbulldnyang negatif
yang tidak diinginkan seperti : perumahan yangktigsatur, serta daerah
slums, juga berakibat terhadap kehidupan sosiaighungan pemukiman
tersebut seperti : daerah-daerah kumuh, tidaknw@mj&esehatanya, dan
keadilan sosial lainya,;

b. Banyak Master Plan maupun Detail Plan dari suatenmanaan kota yang
dibuat dengan baik dan memenuhi persyratan fortetdpi tidak dapat
diwujudkan, karena belum tersedianya dana, baikukurganti rugi,
pembebasan dan penyediaan tanah bagi kepentingsargma umum,
maupun untuk biaya konstruksi jalan serta biayaasienal,

c. Dalam kenyataanya, dana bagi pembebasan dan peaage@inah untuk
kepentingan jalan dan prasarana umum lainya, nteljpmlah yang
sangat besar dan prasarana umum lainya, melipofiaju yang sangat
besar dan ada kecendrungan meningkat terus;

d. Dengan kondisi dana pemerintah yang tersedia umikbangunan
sangatlah terbatas, berakibat pada penundaan deyadsan jalan dan
prasarana umum oleh pemerintah, maka rakyat mengamsiatif untuk
mengatur diri mereka sendiri di dalam menyediakesgrana umum di
wilayahnya, yang tentunya perencanaan, pelaksati@arpenggunaanya

tidak terpadu dengan baik;

" Direktorat Landform Depdagri ,loc. Cit. hal 3-4.
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e. Jika semisal ada dana bagi pelaksanaan pembanglaaman prasarana
umum, inipun di nilai kurang adil, karena dengandelopembangunan
pemukiman yang di laksanakan pemerintah sekarang (rmodel
konvensional), dimana pemerintah yang menyedialayala dana dan
tenaga untuk mengembangkan suatu wilayah pemukirmker) tetapi
kenikmatan dan keuntungan yang di dapat hampir aeyeudi nikmati
pemilik tanah yang tidak mempunyai andil dalam @enigangan suatu
pengembangan wilayah pemukiman. Ini tentunya bepd&mnegatif
terhadap pola pikir dan pola tindakan masyarakhatlap pembangunan;

f. Kalau ini di biarkan terus-menerus, rakyat yangegehnya dan pada
umumnya menyadari kepentingan dan keuntungan yadgpht dengan
adanya jalan dan prasarana umum di wilayahnya alemjadi menurun
atau luntur. Kesadaran rakyat ini dibuktikan dengalanya kebiasaan
untuk gotong royong di antara pemilik tanah yangnaknembangun
rumah, untuk menyediakan iuran tanah untuk jalargyekan di pakai di
antara mereka.

Di samping hal-hal tersebut di atas perlu pulaethptikan hal-hal sebagai

berikut*®

- Perbandingan antara jumlah penduduk yang cendrwertarbbah
dengan persediaan tanah yang terbatas;

- Kebutuhan tanah yang terus meningkat, yang di dkesigan semakin
meningkatnya harga tanah;

- Makin berkembangnya penguasaan tanah untuk tupekukasi;

- Makin meningkatnya persaingan untuk mendapatkaasiok

2.1.5 Karakteristik Konsolidasi Tanah
Terdapat beberapa karakteristik konsolidasi tanahgymenonjol yang

membedakanya dengan berbagai pendekatan dalam dpgsnyetanah untuk

18 Rizal Nugroho, Op. cit. hal 26.
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pengembangan kota yaitu: “peran dari masyarakat, wrdapatnya “iuran peran
serta” atau Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP

2.1.5.1Peran Serta atau Partisipasi Masyarakat

Menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badamarieran Nasional Nomor
4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah telah didtahwa kegiatan konsolidasi
tanah itu melibatkan peranserta atau partisipasi pamilik tanah atau penggarap
tanah. Kemudian Pasal 4 ayat 2 Peraturan KepalarBadrtanahan Nasional Nomor
4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah yang merkabupula, bahwa
konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila 8Sepepemilik atau penggarap
menyetujui yang meliputi sekurang-kurangnya 85 eerduas tanah yang di
konsolidasi.

Pelaksanaan konsolidasi tanah dapat bersifat dakafgaitu apabila
konsolidasi tanah berasal dari inisiatif dari pémianah) atau wajib (yaitu apabila
inisiatif datang dari pemerintah Kabupaten ataupi). Sebelum kegiatan
konsolidasi tanah dilaksanakan, langkah penyuluparu dilakukan, mengingat
konsep konsolidasi tanah ini masih merupakan swo@tyang baru, sehingga belum
banyak masyarakat yang mengetahui dan memahaitinizalam Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Peran Blggarakat Dalam Penataan
Ruang, yang dalam hal ini peranserta masyarakatikdia "berbagai kegiatan
masyarakat yang timbul atas kehendak sendiri dangiken sendiri di tengah
masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam pEmygaraan penataan ruang”.

Perlu diperhatikan di sini adalah mengenai permertnasyarakat, yaitu
masyarakat dalam arti warga kota umumnya atau wartgayang daerahnya terkena
program konsolidasi tanah atau wakil-wakil masyatalalam keanggotaan DPRD,
secara umum yang dimaksud di sini ialah ketiganiga Secara khusus, adalah

warga masyarakat yang daerahnya terkena prograsokdasi tanah.

9 Rizal Nugroho, Op. cit. Hal 27.
%0 Rizal Nugroho, Op. cit. Hal 27
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Keselarasan atau peranserta atau partisipasi na&syani dengan peraturan
yang mengaturnya, terdapat kesesuaianya denganHuasn dari suatu rencana,
dimana semua pihak atau warga masyarakat yangnteriencana, wajib diajak
musyawarah atau sekurang-kurangnya didengar peimyapatau lebih kurang lagi
mereka mengetahui apa yang ditentukan atau dimk#eunleh pemerintah terhadap
tanah atau kawasan di sekitar tanahnya (azasnhegifi. Dengan demikian seorang
pemilik tanah tidak hanya harus mengetahui, tapaikaya juga mengerti mengapa

pemerintah menetapkan peruntukkanya.

2.1.5.2Wujud Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat

Wujud peranserta atau partisipasi masyarakat, gisgmkeikutsertaanya
secara langsung dalam setiap kegiatan konsoligiashtsebagaimana tersebut di atas,
juga terwujud dalam kesediaanya dalam memberikean iperanserta yang lazim
disebut “Sumbangan Tanah untuk Pembangunan” (]..Dalam Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1991 tgr€ansolidasi Tanah, diatur

dalam Pasal 6 yang terdiri dari 3 ayat, yaitu:

1) Dalam rangka pelaksanaan penataan penguasaan dan
penggunaan tanah obyek Konsolidasi Tanah, parartpese
menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sumbangaah Tan
untuk Pembangunan yg akan dipergunakan untuk peguban
prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya dan eraan
pelaksanaan Konsolidasi Tanah.

2) Besarnya sumbangan Tanah untuk Pembangunan sebagaim
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan &katm
bersama peserta Konsolidasi Tanah dengan menggmad&ke
Rencana Tata Ruang Daerah.

3) Peserta yang persil tanahnya terlalu kecil sehingidak
mungkin menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sgarba
tanah untuk pembangunan dapat mengganti sumbaegabat
dengan uang atau bentuk lainnya yg disetujui beasaleh para
peserta Konsolidasi Tanah
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Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan adalah penyesabagian tanah
(dari pemilik atau penggarap tanah) untuk diperganasebagai pembangunan
prasarana jalan dan fasilitas umum, dan pembiagakksanaan Konsolidasi Tanah.
Dengan demikian dalam pengertian Sumbangan Tanalk (lembangunan tersebut

di atas, terdapat 2 (dua) kategori sumbangan tasati;

1. Sumbangan tanah yang akan di pergunakan untuk pguban
prasarana jalan, fasilitas umum;

2. Sumbangan tanah untuk pembiyaan pelaksanaan kiasioli
tanah (TPBP).

Sumbangan tanah untuk pembangunan ini bersifabwdglam arti bahwa
setiap peserta konsolidasi wajib menyerahkan sabagiari tanahnya, sedang
besarnya sumbangan tanah ditetapkan berdasarkapakasan bersama peserta
konsolidasi tanah dengan mengacu pada Tata RuaelDakan tetapi bagi para
peserta yang persil tanahnya terlalu kecil tidakupmenyerahkan tanahnya sebagai
Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan, melainkan dapagganti sumbangan
tersebut dengan uang atau bentuk lainya yang djusdiersama oleh para peserta
Konsolidasi Tyanah.

Mengenai sumbangan tanah untuk pembiayaan pelaksaKansolidasi
Tanah (T.P.B.P atau C.EQest Equivalent Land), penggunaanya (sebagian) dapat di
serahkan kepada peserta yang memiliki persil taedalu kecil atau kepada pihak
lain dengan pembayaran kompensasi berupa uangwahghnya di setujui oleh para
peserta konsolidasi tanah sebagaimana diatur daksal 7 ayat 3 Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1991 @ri{ansolidasi Tanah yang
berbunyi:

Tanah pengganti biaya pelaksanaan, yang merupaigiarb
dari sumbangan tanah untuk pembangunan yang dip&am
bagi pembiayaan pelaksanaan Konsolidasi Tanahratiisan
penggunaannya kepada peserta yang memiliki peasidht
terlalu kecil atau kepada pihak lain dengan pemiasaya
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kompensasi berupa uang yang jumlahnya disetujth pkra
peserta Konsolidasi Tanah.

Sesuai dengan pasal tersebut, jadi Sumbangan Tam@ak Pembiayaan
Konsolidasi Tanah ini bersifat wajib. Pembiayaandalidasi tanah ini pada azasnya
di tanggung oleh para peserta konsolidasi tanatalmesumbangan berupa tanah
atau berupa uang, maupun bentuk-bentuk sumbangea laesuai Pasal 7 Ayat 1
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomdaehdn 1991 tentang

Konsolidasi Tanah.

2.1.6 Tingkat Keberhasilan Konsolidasi Tanah

Di dalam skripsi ini kriteria keberhasilan suatungolidasi tanah dapat kita
lihat melalui pendapatan maksimal yang diperoleh pganjualan atau penyewaan
sarana-sarana yang telah dibangun melalui iuraib waja peserta konsolidasi tanah.
Jika pendapatan yang diperoleh dari penjualan @sygwaan sarana-sarana lebih
besar daripada biaya konsolidasi, maka konsolittagh tersebut dapat dikatakan
berhasil.

Namun terhadap pelaksanaan konsolidasi tanah itdirsetidak ada data
yang menunjukkan tentang tingkat keberhasilan Kifssi Tanah yang telah di
laksanakan di Indonesia, akan tetapi dari data wyaagientang Konsolidasi Tanah Di
Indonesia, dapatlah di analisa bahwa pelaksanaasokdasi tanah di Indonesia
termasuk dalam kategori “berhasil”, sebagai indikaya adalah telah menyebarnya
pelaksanaan konsolidasi tanah di propinsi-propyasig ada di Indonesia, (kecuali

propinsi DKI Jakarta dan propinsi Maluku).

2.2Tanah Negara
Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuagar&ldangsung dikuasai
artinya tidak ada pihak lain diatas tanah itu, kama disebut juga tanah negara bebas

landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonagik menyusun politik hukum
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serta kebijaksanaan dibidang pertanahan telahategtdalam Undang-Undang Dasar
1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “ Bumi, ain Bakayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakatukursebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Menurut Penjelasan Umum UUPA (Il angka 2) , UUP#&pangkal pada
pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentdideim pasal 33 ayat (3) UUD
1945 tidak perlu dan tidak pula pada tempatnyahwa bangsa Indonesia atau
Negara bertindak sebagai pemilik tanah, adalat leepat jika Negara, sebagai
organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangséintdak selaku badan Penguasa.
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) yaeggatakan:

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undadang
Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasaimi,

air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertindiguasai
oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan selkyéatr

Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atakataan dikuasai dalam pasal ini
bukan berarti dimiliki, akan tetapi adalah pengertiyang memberi wewenang
kepada Negara, sebagaimana diyatakan dalam PasayaR 2 UUPA yang
mengatakan:

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayaia@gl ini

memberi wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaa
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruangaaag
tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang aagka

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukurg ya
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Menurut Penjelasan atas pasal tersebut, bahwaagoaiia menurut sifatnya
dan pada azasnya merupakan tugas Pemerintah Pasal 33 Ayat 3 UUD),maka

Negara sebagai Organisasi kekuasaan tertinggi, yaripat dalam kewenangan
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tersebut bukan hanya kekuasaan legislatif dan Ek$ekaja tapi juga Penguasa
Yudikatif.*

Berkaitan dengan itu maka Kewenangan Negara bergesal 2 UUPA
tersebut mencakup:

a. bidang legislatief :mengatur dan menentukan (p2asgfat (2) huruf c)

b. bidang eksekutif :menyelenggarakan dan menentukasal( 2 ayat 2
huruf a)

c. bidang yudikatif :menyelesaikan sengketa-sengkatalt, baik diantara
rakyat sendiri maupun antara rakyat dengan penaérimelalui Peradilan
Umum (LN. 1986 No. 20) dan Peradilan Tata UsahaakedUndang-
undang Nomor 5 Tahun 1986, Lembaran Negara tah86 Nemor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

2.3Pemberian Hak Atas Tanah
Pemberian hak atas tanah adalah penetapan perhgramtg memberikan
suatu hak atas tanah negara, perpanjangan jandfta kaak, pembaharuan hak dan

perubahan hak.

1. Perpanjangan hak adalah penambahan jangka wakakimeya suatu hak
atas tanah tanpa mengubah syarat-syarat dalam pamibak tersebut,
yang permohonannya dapat diajukan sebelum janghkauwserlakunya
hak atas tanah yang bersangkutan berakhir.

2. Pembaharuan hak adalah pemberian hak atas tanghsgama kepada
pemegang hak yang sama yang dapat diajukan sgeatghka waktu
berlakunya hak yang bersangkutan berakhir. Perubdiek adalah
penetapan pemerintah mengenai penegasan bahwargghahah yang
semula dipunyai dengan sesuatu hak atas tanahttersgas permohonan
pemegang haknya, menjadi tanah negara dan sekaligoerikan tanah
tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jeniydain

Pemberian hak milik harus berdasarkan Undang-Un@asgr 1945 pasal 33
ayat (3) tujuan diadakannya pemberian hak atadhtadalah agar lebih mengarah

kepada catur tertib dibidang pertanahan, vyaituibtehukum pertanahan, tertib

*! Boedi Harsono. 1999Hukum Agraria Indonesia Sgjarah Pembentukan UUPA Isi dan
Pelaksanaanya. Jakarta: djambatan. 229.
?2 |bid, hal. 261
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administrasi pertanahan, tertib pemeliharaan paii@m dan tertib penggunaan
pertanahan. Hak atas tanah adalah hak sebagairaagadymaksud dalam pasal 16
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraidaasar Pokok-Pokok Agraria
yaitu:
a. Hak atas tanah primepor(ginair) :yaitu hak atas tanah yang langsung
diberikan oleh negara kepada subyek hak seperk Miak, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan
b. Hak atas tanah sekunder yaitu hak untuk mengguneeah milik hak
lain Misalnya Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, HakhdsBagi Hasil,
Hak menumpang.
2.4 Kegiatan Konsolidasi Tanah
2.4.1 Penyelenggara Konsolidasi Tanah
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelenggiatah orang yang
menyelenggarakafi.Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertarfdasional
nomor 4 tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah dikabubahwa “Konsolidasi

Tanah diselenggarakan secara fungsional oleh BRaddanahan Nasional”.

2.4.2 Pelaksana Konsolidasi Tanah

Pelaksana adalah orang (panitia, organisasi, damagaesya) yang
mengerjakan atau melaksanakan. Jadi pelaksana kdasd anah merupakan orang
ataupun organisasi yang mengerjakan atau melakaahédnsolidasi Tanah tersebut.
Pasal 5 ayat (3) peraturan kepala badan pertanadsional nomor 4 tahun 1991
Tentang konsolidasi tanah menjelaskan bahwa:

Konsolidasi Tanah dilaksanakan dengan melibatkatanmsi-
instansi lain yang terkait dan masyarakat di bakabrdinasi
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | di tingkat Propidan
Bupati/walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1l dngkat
Kabupaten/Kotamadya.

% http: //bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php.
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Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, makat @dap&ketahui bahwa pelaksanaan
itu melibatkan 3 pelaksana, yaitu pemerintah, mstalain yang terkait dan
masyarakat.

Koperasi baik inspirasinya maupun gerakannya yanga-mula timbul
adalah merupakan suatafensive reflex (gerakan otomatis untuk membela diri) dari
suatu kelompok masyarakat terhadap tekanan-tekamandilakukan oleh kelompok
lain dalam masyarakat, baik yang berupa dominasiakanaupun yang berupa
eksploitasi ekonomi, sehingga menimbulkan rasaktidanan baagi kehidupan
mereka’*

Dari uraian di atas tidak salah juga dikatakan mkeperasi itu merupakan
wadah bagi golongan masyarakat yang dalam rangkdausintuk memenuhi
kebutuhan hidupnya berusaha meningkatkan tingkiaihmereka.

Menurut bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam by&wang berjudul
“Sepuluh Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bafiwa:

“Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seoyang dengan sukanya

sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekoryarhin
Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebutaitidjperangkan sebagi berikut:

1. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.

2. Bahwa dengan bekerjasama itu, manusia akan lebitalmmencapai apa
yang diinginkan.

3. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyairmpbgngan-pertimbangan

ekonomis.

#Hendrojogi. 2004.Koperasi: Asas-asas, Teori & Praktik. Jakarta. PT. Grafindo Persada.

*Djojohadikoesoemo, Margono R.M, 1948poeloeh Tahoen Koperasi. Batavia Centrum:
Balai Poestaka.



BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa regulasi pelaksanaan konsolidasi tanah mangeta Pasal 14 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDasar Pokok-
Pokok Agraria. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf tukh mewujudkan
ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14(Ryauruf c di atas,
maka dalam hal ini pemerintah melalui Kepala Badartanahan Nasional
mengeluarkan Peraturan Kepala Badan PertanaharordhgNomor 4
Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, oleh karendasar hukum yang
digunakan dalam setiap pelaksanaan konsolidashtadalah Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1@&1ang
Konsolidasi Tanah. Dalam pelaksanaan konsolidasihtadi Desa Ajung
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sudah sesuailapdibhat dari
dasar hukum untuk melaksanakan konolidasi tanahmgtapi dalam
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional yaegulisebagai peserta
adalah pemegang hak atas tanah atau penggarap magaha obyek
Konsolidasi Tanah. Peraturan tersebut tidak mertkabubahwa sebuah
lembaga dalam bentuk koperasi bisa melakukan pemawh untuk
dilaksankannya konsolidasi tanah.

2. Bahwa telah terjadi pergeseran prinsip konsolidasiah. Yang pada
awalnya prinsip dari konsolidasi tanah adalah datyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat sebagai pemilik tanah atau penggaanpht telah bergeser
menuju koperasi sebagai peserta yang mengatasnamakggota
koperasinya. Menurut Peraturan Kepala Badan PdréanaNasional
nomor 94 tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah yaegjadi peserta
hanya orang yang memiliki tanah atau penggaraphtategara objek

konsolidasi tanah. Namun dalam perkembangannya angmgpada

41
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koperasi juga bisa menjadi peserta konsolidasihtédbexdasarkan Surat
Edaran Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Tmaunor 410.35-

14055 tentang Peningkatan Pelayanan KonsolidasahTgang memberi
ruang untuk organisasi formal seperti koperasi ggg@san untuk menjadi
peserta. Hal ini dimungkinkan karena perkembangarap yang menuntut
supaya organisasi formal (koperasi) bisa menjadiepa. Mengingat
kebutuhan akan lahan tanah, sehingga dengan adarateedaran tersebut
permohonan konsolidasi tanah dapat diajukan olepetdesi. Dengan

demikian Peraturan Kepala Badan Pertanahan norabruh 1991 tentang
Konsolidasi Tanah itu disempurnakan kembali derfyamat Edaran Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur 410.35-84GBntang

Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah.

4.2 Saran

Penerapan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Blasiomor 4
Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah yang berdzsda Pasal 14 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDasar Pokok-
Pokok Agraria sebagai dasar hukum bagi setiap patean konsolidasi
tanah sudah tepat, namun apabila dikaitkan dengalakganaan
konsolidasi tanah di Desa Ajung Kecamatan Ajung ufaben Jember
masih belum cukup. Karena permasalahannya terpetdl sebuah badan
hukum berbentuk koperasi yang menjadi pesertangtapi apabila dalam
pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Ajung Kecamafjung
Kabupaten Jember ini menambahkan Surat Edaran &epaldan
Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Timur tah@8§ September
1998 No. 410.35 — 14055 tentang Peningkatan Peay#wonsolidasi
Tanah yang merupakan tindak lanjut dari diterbitik@n Surat Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasiongh&r80 Juni 1998
No. 410 — 2084 tentang Peningkatan Pelayanan Kidasol Tanah.
Karena dalam surat tersebut terdapat perihal yamgparbolehkan bagi
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organisasi formal seperti koperasi yang dapat njekga permohonan
konsolidasi tanah.
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